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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 

9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004  tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5049);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah               
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
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15. Peraturan Pemerintah  Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 4574); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4575); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dua 
kali, terakhir dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21  
Tahun 2011; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010  tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2011; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 216/PMK.07/2010 tentang 
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 
Anggaran 2011; 

26. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1810/ 
MENKES/SK/XII/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/E); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 
1/D); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun 2010 Nomor 1/E); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2010  Nomor 4/A); 

31. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2009 tentang Tata 
Cara Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun 2009  Nomor 5/A); 

32. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Kabupaten 
Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dua 
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 
Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011  
Nomor 2/A);    
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2010 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2011. 

 
 

Pasal I 
 

Dengan Peraturan ini ditetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi 
Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tertuang di bawah ini: 
 

1. Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 meliputi 
pergeseran anggaran antarobjek belanja dalam jenis belanja 
berkenaan dan pergeseran anggaran antarrincian objek belanja 
dalam objek belanja berkenaan. 

 
2. Uraian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 

terinci dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

 
 
 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

